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BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa
Rokok;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5570);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kesehatan = Nomor 34 Tahun 2005 dan  Nomor
1138 /Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1982);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
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15.

16.

17.

18.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ketapang.
Bupati adalah Bupati Ketapang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar,

dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana
Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya/rokok elektrik yang asap atau
tanpa asap dan /atau uapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa

bahan tambahan.
Merokok adalah kegiatan menghisap rokok.
Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap

atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau

area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk

tembakau.
Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh

masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama
untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan
masyarakat.

. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus

untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,

bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-

sumber bahaya.
Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan

belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan

untuk kegiatan bermain anak-anak.
Tempat ibadah adalah bangunan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-

masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat

dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa

kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN



Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan berdasarkan asas:

P o

perlindungan Hak Asasi Manusia;
keadilan;
ketertiban;
kepastian hukum; dan
kepentingan umum.
Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

o op

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
membudayakan hidup sehat;

menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
melindungi perokok pasif dari asap rokok.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

KTR meliputi:

fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain;

tempat ibadah;

angkutan umum;

tempat kerja;

tempat umum; dan

tempat lainnya yang ditetapkan.

@ Mo o o

Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan
merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat

menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

huruf a antara lain :

SR S0 a0 T

rumah sakit;

rumah bersalin;

klinik;

puskesmas;

balai pengobatan;

laboratorium;

pos pelayanan kesehatan; dan
tempat praktik kesehatan swasta.

Pasal 6



Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b antara lain:

sekolah;

perguruan tinggi;

balai pendidikan dan pelatihan;
balai latihan kerja;

bimbingan belajar; dan

tempat kursus.

;0o Q0 TP

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c antara
lain:

a. kelompok bermain;

b. tempat penitipan anak;

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan

d. Taman KanakKanak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d antara lain :
a. masjid, mushalla atau surau;

b. gereja, kapel;
c. vihara;

d. pura; dan

e. klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e antara lain:

a. angkutan dalam kota; dan
b. angkutan pedesaan.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f antara lain :

a. perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah;
b. perkantoran TNI dan POLRI; dan

c. perkantoran swasta.
Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g antara lain :
tempat wisata;

hotel/motel/wisma/home stay;

rumah makan/restoran/cafe;

tempat olah raga;

pusat perbelanjaan modern; dan

bandara, terminal dan pelabuhan.

;o o0 o

BAB IV
PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 12



(1)

(2)

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus
merokok.

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan :

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan

udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan

untuk beraktivitas;
c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
d. jauh dari tempat orang berlalulalang;dan
e. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok.

BABV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 13

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR memberikan teguran,
peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan
segala bentuk pelanggaran KTR.

(1)
(2)

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 14

Setiap orang dilarang merokok di KTR.
Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau
membeli rokok di KTR.

(3) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau menggunakan mesin layan diri

(1)

(2)

dan kepada :

a. anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun,;

b. pelajar yang menggunakan seragam sekolah;dan
c. perempuan hamil.

BAB VI
PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 15
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang
dilakukan pada media luar ruang.
Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain dilakukan sebagai berikut:
a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan
sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau

15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;



k.

. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau

bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek
produk tembakau;

. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan

manfaat bagi kesehatan;
tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;

. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
.tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk

gambar dan/atau tulisan;
tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;

. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model lklan Produk Tembakau;

dan;
tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

C.

d.
. tidak boleh melanggar ketentuan titik-titik lokasi reklame/iklan yang telah

tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;

tidak diletakkan di Jalan Protokol;

harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan
atau melintang;

tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan
masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat
mengenai bahaya merokok.

(3)
(4)

(9)

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.

) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara:

a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan
b.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta

penyebarluasan dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.
Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan
dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
Setiap orang wajib ikut serta memelihara dan meningkatkan udara yang
sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.
Setiap orang dapat memberikan laporan kepada pengelola, pimpinan
dan/atau penanggung jawab KTR apabila menemukan adanya dugaan
pelanggaran pada KTR.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka:

a.
b.
C.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

menyelenggarakan KTR;
mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat merokok; dan
meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan rokok.

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sosialisasi dan koordinasi;

b. pemberian pedoman;

c. konsultasi;

d. monitoring dan evaluasi;dan/atau
e. pemberian penghargaan.

Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.

Pasal 20

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah
berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan KTR.
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan
sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila terbukti
membiarkan orang merokok di KTR dapat dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
terhadap pemerintah dan swasta.

Pasal 22

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
1. Sanksi ringan berupa :
a. peringatan tertulis; dan
b. penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum
nonpemerintah.
2. Sanksi berat berupa :



(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

a. Penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku bagi aparatur pemerintah daerah; dan
b. Pencabutan izin usaha bagi orang atau badan hukumnonpemerintah.
Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Bupati menjatuhkan sanksi administratif bagi perorangan dan/atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran.

Bupati dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi administratif kepada Pejabat
di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengelola KTR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Ketapang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah ini.

Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang
pelanggaran ketentuan KTR;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
pelanggaran ketentuan KTR;

c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan
dengan pelanggaran ketentuan KTR;

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang
pelanggaran ketentuan KTR;

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam
pelanggaran ketentuan KTR;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
pelanggaran ketentuan KTR; dan

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang
membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan

tersebut kepada melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
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